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ABSTRAKSI 
FAHIRA ULFA MURSALIN, E 131 13 514. Skripsi yang berjudul “Efektivitas 
Implementasi Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination 
Against Woman (Cedaw) Terhadap Penurunan Diskriminasi Perempuan Di 
Pakistan”. Di bawah bimbingan bapak H. Darwis, MA, Ph.D selaku pembimbing I 
dan bapak  Burhanuddin, S.IP. M.SI selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin.  
Penelitian ini menggambarkan mengenai efektivitas implentasi konvensi CEDAW di 
Pakistan terhadap kasus honour killing yang telah menjadi budaya bagi masyarakat 
Pakistan dan mengenai upaya pengimplementasian konvensi CEDAW serta melihat 
tantangan yang dihadapi pemerintah dalam implemntasi konvensi tersebut. 
Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
Deskriptif-Analitik. Teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka (Library 
Research) dan teknik analisis data kualitatif serta metode penulisan deduktif.  
Hasil penelitian menunjukkan Ratifikasi terhadap Convention On The Elimination of 
all Forms of Discrimination against woman (CEDAW) yang dilakukan oleh 
pemerintah Pakistan untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan khususnya 
dalam kasus honour killing tidak berjalan secara efektiv di negaranya. Hal tersebut 
disebabkan karena Pakistan memiliki system hukum ganda, yaitu mengakui adanya 
hukum pidana dan perdata yang diatur sesuai konstitusi serta tetap berpegang teguh 
pada hukum islam (syariat), disamping itu adanya celah yang ditemukan dalam 
pemberian sanksi dan hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran atas 
kasus tersebut juga merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan jumlah 
korban kasus Honour Killing di Pakistan mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Setelah resmi meratifikasi konvensi CEDAW, Berbagai upaya dilakukan oleh 
pemerintah guna mengurangi korban diskriminasi perempuan, namun pada 
kenyataannya jumlah korban honour killing masih terus menunjukkan peningkatan 
setiap tahunnya dikarenakan budaya honour killing tersebut telah mendarah daging 
di masyarakat Pakistan. 
Kata kunci : CEDAW, Pakistan, Gender, Honour Killing, Feminisme, HAM, 
Regime 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fahira Ulfa Mursalin, E 131 13 514. This thesis comes with the title “The 
Effectiveness of convention on th elimination of all forms of discrimination against 
woman (CEDAW) Implementation to Decreasing Woman Discrimination in 
Pakistan". Under the guidance of Mr. H. Darwis, MA, Ph.D as advisor I and Mr. 
Burhanuddin, S.IP. M.SI as advisor II. Department of International Relations, 
Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. 
 
This research describes the efectivity of CEDAW implementation in Pakistan, 
particulary on honour killing case which has become a culture in Pakistan society, 
and also the effort of implementing CEDAW as well as to see the challenges that 
faced by Pakistani government on the convention’s implementation. 
The method of research used is descriptive-analytical. Technique of data collecting 
is library research. Qualitative analysis is used in analyzing the data, and Deductive 
as the technique of writing. 
The result of this research shows that ratification of CEDAW by the Pakistani 
government to reduce discriminstion against woman particulary in the case of 
honour killing is not effective in Pakistan. It is because Pakistani government applied 
double-standard law, which at the same time acknowledge the civil law and criminal 
law as governed by the contitution, but also acknowledge the syariah law. Moreover, 
when people committed to honour killing, the may pay the fine that is ruled by 
Pakistani government to avoid imprisonment. It is believed as one of the main factor 
of the escalation number of honour killing victim throughout years. After officially 
ratifying the CEDAW, numerous effort were taken by Pakistani government to 
reduce the victim of woman discrimination in that country, but in fact, the victims of 
honout killing are increasing year by year, because the honour killing has been 
integrated to the society as the culture of the nation. 
Keywords: CEDAW, Pakistani, Gender, Honour Killing, Feminism, Human Right, 
Regime 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya sama-sama 
makhluk Tuhan yang diciptakan untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Meskipun 
dalam segi fisik terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak lain hanya sebagai 
pembeda dalam segi fisik saja pula. Karena fungsi dan peran keduanya dalam kehidupan 
sosial khususnya, adalah sama. Untuk itu hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan 
pun harusnya tidak dibeda-bedakan. Namun yang terjadi pada umumnya adalah banyak 
sekali hal yang dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan laki-laki dan perempuan, baik 
dalam wilayah pribadi seperti peran dalam keluarga hingga peran politik dalam 
kehidupan bernegara. Maka mulailah timbul istilah gender dan diskriminasi gender itu 
sendiri (Muliadi, 2009). 
Hillary M. Lips dalam bukunya Sex And Gender : An Introduction mengartikan 
gender sebagai harapan – harapan budaya terhadap laki – laki dan perempuan (cultural 
expectations for woman and men) (pratiwi, 2012). Diskriminasi gender banyak terjadi 
dalam setiap bidang kehidupan bermasyarakat. Mulai dari zaman terdahulu hingga 
sekarang. Dan memang pada umumnya yang menjadi korban diskriminasi gender ini 
adalah kaum perempuan (pratiwi, 2012). 
Diskriminasi gender merupakan bentuk ketidakadilan terhadap individu tertentu, 
terutama bagi perempuan. Pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki 
– laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap, yang tidak langsung 
berupa peraturan,kebijakan yang telah menimbulkan berbagai ketidak adilan yang telah 
berakar dalam sejarah, adat, norma dalam masyarakat (pratiwi, 2012) 
Dewasa ini, diskriminasi gender merupakan salah satu masalah terbesar yang 
dihadapi Negara-negara di dunia baik Negara maju ataupun Negara berkembang. 
Berbagai macam pandangan tentang penyebab diskriminasi gender bermunculan, salah 
satunya dari seorang ahli bernama Mohammad Yasir Alimi, beliau berpendapat bahwa 
terjadinya pengingkaran dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, sekurang-
kurangnya disebabkan karena dua faktor (pratiwi, 2012). 
 Pertama, faktor budaya. Dalam masyarakat kita budaya yang cenderung male 
chauvinistic masih ada, dimana kaum laki-laki masih dianggap sebagai mahkluk yang 
kuat dan superior. Kecenderungan ini bisa terjadi karena adanya pengaruh budaya/ 
kepercayaan lokal (adat) ataupun pemahaman agama. Kecenderungan male chauvinistik, 
beroperasi bersama dengan ideologi misioginis (sikap benci terhadap perempuan) dan 
ideologi patriarkis (pandangan bahwa laki-laki berkuasa atau dominan atas perempuan 
di dalam keluarga ataupun dalam masyarakat) (pratiwi, 2012). 
Kedua, faktor hukum, baik isi hukum , budaya hukum, maupun proses pembuatan 
dan penegakan hukum. Hukum yang dibuat oleh negara seringkali diskriminatif terhadap 
perempuan, karena membuat hukum tidak peka terhadap kebutuhan masing-masing jenis 
kelamin dan tidak memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan. Hukum yang 
demikian itu, juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang tidak peka terhadap 
masalah gender dan didukung oleh budaya yang cenderung male chauvinistic. Itulah 
lingkaran konspirasi budaya agama dan sistem politik yang mengingkari hak-hak 
perempuan (pratiwi, 2012). 
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya dan agama  
merupakan salah satu penyebab munculnya diksriminasi gender di dunia, nilai-nilai 
budaya yang masih kental serta nilai agama yang kuat yang dianut oleh masyarakat 
memicu munculnya kasus diskriminasi terhadap perempuan, salah satu negara dengan 
nilai agama sekaligus budaya yang sangat kental adalah negara Pakistan, Pakistan 
dikenal dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam dan budaya yang masih 
terus dijaga dan dipertahankan oleh penduduknya. Hal itu kemudian menjadi salah satu 
pemicu munculnya diskriminasi perempuan di Negara ini, di Pakistan kita mengenal 
istilah karo-kari/ Honour Killing/ pembunuhan atas nama kehormatan. 
Honour Killing dalam bahasa Urdu (Pakistan) disebut Karo-Kari yang arti 
harfiahnya adalah Pria Pendosa (Karo) dan Wanita Ternoda (Kari) yang asal mulanya 
dikaitkan dengan keterlibatan pria wanita dalam hubungan asmara sebelum atau di luar 
ikatan perkawinan. Apabila seorang wanita berbuat Kari, yaitu melakukan hubungan 
asmara dengan lelaki yang bukan suaminya, maka ia merupakan “aib” atau noda bagi 
keluarganya yang harus dihukum termasuk dilenyapkan/dibunuh oleh ayah, saudara 
lelakinya atau suaminya yang bisa dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang lain 
(asruchin, 2012).  
Pengertian aib atau noda ini kemudian diperluas menjadi perbuatan yang tidak 
bermoral, seperti menolak menikah dengan calon pilihan rang tua (arranged marriage) 
dan sebaliknya menikah dengan pilihan sendiri, menginginkan cerai dari suami, 
berselingkuh, berganti agama/kepercayaan, mengadopsi budaya asing di luar budaya 
suku/etnis atau kelompoknya, berpakaian tidak sopan dan berperilaku menyimpang 
seperti menjadi banci (homo atau lesbian) (asruchin, 2012). 
Fenomena Honour Killng/ Karo-kari ini merupakan kasus pelanggaran HAM 
terbesar di Pakistan yang memakan banyak korban. Komisi HAM Pakistaan dalam 
laporan tahunannya menyebut angka mendekati 1000 orang wanita yang menjadi tumbal 
korban pembunuhan atas keangkuhan kelas sosial masyarakat selama tahun 2011. 
Dengan demikian korban honour killing di  Pakistan yang persisnya berjumlah 943 
orang merupakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 791 jiwa (khan s. 
, 2013). 
Berbagai peristiwa Honour Killing/karo kari yang terjadi menggemparkan Pakistan 
dan Dunia, Dengan banyaknya keluhan masyarakat di dalam negeri serta kuatnya 
tekanan dari lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, pemerintah Pakistan 
kemudian meratifikasi sebuah intstrumen internasional Convention On The Elimination 
Of All Forms Of Discrimination Against Woman (CEDAW) pada tanggal 12 maret 1996 
sebagai bentuk persetujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan di negaranya (khan s. , 2013). 
 CEDAW adalah suatu instrument internasional yang diadopsi oleh perserikatan 
bangsa-bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada 
tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari Sembilan puluh persen negera anggota 
PBB merupakan peserta konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip 
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak 
untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka di semua bidang, baik politik, 
ekonomi, social, budaya dan sipil (UN, 2011). 
Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang 
melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan merubah praktek-praktek 
kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferiotas atau superiotas salah satu jenis 
kelamin atau peran sterotipe untuk perempuan dan laki-laki. Konvensi ini menetapkan 
langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Negara untuk mewujudkan kesetaraan 
gender (UN, 2011). 
Sebagai bentuk Ratifikasi instrumen tersebut pemerintah Pakistan pada tahun 2004 
telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan hukuman penjara 7 tahun sampai 
hukuman mati bagi kasus yang terkait dengan honour-killing (karo-kari) (asruchin, 
2012). 
Dari pemaparan tersebut diatas, penulis kemudian tertarik untuk membahas 
implementasi CEDAW dalam mengurangi diskriminasi gender di Pakistan sebagai salah 
satu Negara yang meratifikasi konvensi tersebut. 
B. Batasan Dan Rumusan Masalah 
Penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi ratifikasi instrumen CEDAW 
untuk menghapuskan diskriminasi perempuan yang dilakukan pemerintah Pakistan 
tahun 2004 hingga tahun 2016.  
Dengan batasan tersebut adapun formulasi rumusan masalah yang dibahas dalam 
masalah ini yaitu : 
1. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan CEDAW? 
2. Bagaimana efektivitas CEDAW dalam mengurangi diskriminasi perempuan di 
Pakistan ? 
3. Apa tantangan yang dihadapai pemerintah Pakistan dalam mengiplementasikan 
CEDAW ? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas implementasi CEDAW terhadap penurunan diskriminasi 
perempuan di Pakistan, melihat bahwa Negara ini merupakan salah satu negara yang 
memegang erat nilai agama dan tetap menjunjung nilai budaya masyarakatnya yang 
mana hal tersebut bisa menjadi salah satu penghambat dalam mengimplikasikan 
CEDAW. 
Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akedemisi Ilmu 
Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan 
memahami CEDAW dan diskriminasi perempuan.  
2. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik itu 
individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam 
tingkat nasional, regional maupun internasional tentang bagaimana CEDAW 
berdinamika sebagai alat untuk mengurangi diskriminasi perempuan di Pakistan. 
D. Kerangka Konseptual 
1.  Feminism 
Aliran Feminisme adalah aliran yang ingin memperjuangkan hak-hak dari kaum 
wanita agar mendapat hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Karena sejarah telah 
membuktikan bahwasanya hak-hak kaum wanita sering di kesampingkan dalam segala 
hal baik keluarga maupun hukum, kemudian negara kurang melindungi hak-hak kaum 
wanita dengan aturan hukum yang ada padahal hak-hak kaum wanita rentan terhadap 
pelanggaran-pelanggaran yang sering merugikan kaum wanita. Karena secara esensinya 
wanita makluk yang lemah dibandingkan dengan pria. Feminisme ini menyangkut 
bagaimana memossisikan subjek perempuan di dalam masyarakat (Ani soetjipto, 2013). 
Feminisme memperjuangkan dua hal yang selama ini tidak dimiliki oleh kaum 
perempuan pada umumnya, yaitu persamaan derajat mereka dengan laki-laki 
danotonomi untuk menentukan apa yang baik bagi dirinya dalam banyak hal.Kedudukan 
perempuan dalam masyarakat lebih rendah dari laki-laki, bahkanmereka dianggap 
sebagai “the second sex”, warga kelas dua. Hal ini menunjukanadanya semacam 
diskriminasi gender yang membandingkan antara laki-laki danperempuan (Ani soetjipto, 
2013). 
Sejarah munculnya gerakan feminis ini tidak dapat terlepas dari filsafat, yang 
merupakan cikal bakal pengetahuan, realitas, keadilan, dan kebijaksanaan. Setidaknya 
fungsi filsafat ini ada dua (Ani soetjipto, 2013) : 
a. Filsafat menawarkan alat untuk dapat berfikir secara jernih, kritis dan konseptual. 
b. Membuat segala sesuatu menjadi masuk akal dengan perhitungan rasional dan 
kebijaksanaan. 
Pemunculan filsafat terutama filsafat Barat yang dianggap tidak bijaksana. Filsafat 
Barat tidak bijaksana dalam memperhitungkan suara feminisme. Pandangan tentang 
perempuan seringkali bias, seksis atau sama sekali diabaikan. Sejak abad 17 telah 
ditemukan karya-karya filusuf perempuan, seperti dalam bidang metafisika, epistimlogi, 
teori moral dan lain-lain (Ani soetjipto, 2013). 
Teori feminis yang kita kenal sekarang berasal dari periode sebelumnya, namun 
telah dikembangkan dan mengalami pemberagaman melalui proses debat, kritik dan 
refleksi yang tak kunjung henti. Hasilnya, berbagai cabang teori dan objek penyelidikan 
teoritis baru telah muncul dalam waktu yang berlainan selam proses tersebut (jones, 
2009). 
2. Human Right 
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun 
kewarganegaraan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna 
kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama-sama berhak untuk hak asasi 
manusia tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling terkait, saling tergantung dan tak 
terpisahkan (nation, 2008). 
Seiring waktu, gagasan ini diterima secara luas sebagai norma-norma internasional 
yang mendefinisikan apa yang diperlukan bagi manusia untuk berkembang, baik 
dilindungi dari pelanggaran maupun disediakan dengan unsur-unsur yang diperlukan 
untu kehidupan bermartabat. Norma hak asasi manusia menciptakan hubungan antara 
pemegang hak individu (dan seringkali kolektif) dan entitas lain (biasanya negara) yang 
memiliki kewajiban. Apa yang baru-baru ini muncul adalah gagasan bahwa tidak hanya 
Negara, tetapi individu dapat menjadi subyek dalam hukum internasional dan bahwa hak 
asasi manusia harus menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri dan hubungan 
internasional (nation, 2008). 
Tumbuhnya arti penting bahasa hak asasi manusia dalam politik internasional 
disertai dengan perbaikan yang signifikan kondisi hak asasi manusia di seluruh dunia, 
bahkan juga oleh meningkatnya kesadaran akan episode besar pelanggaran HAM berat. 
Bahkan, semakin kuatnya pengaruh norma-norma hak asasi manusia dalam politik 
internasional membuat kita lebih sadar akan pelanggaranya dan tanggapan yang sering 
tidak memadai oleh pemerintah dan organisasi internasional (warlter carlsnaes, 2013). 
Gagasan bahwa Negara harus menghormati hak-hak asasi warga negaranya adalah 
gagasan lama, kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata 
dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman penafsiran right to live 
(hak untuk hidup). Dalam penerjemahannya Negara memiliki penafsiran yang berbeda 
tentang seberapa jauh Negara dapat menjamin hak asasi warganya. Penerapan akan 
terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap Negara. 
Adalah merupakan suatu fakta bahwa Negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari 
berbagai aspek, termasuk ekonomi,social, politik dan terpenting system dan budaya 
hukum (muliadi, 2009). Pada hakikatnya, hak asasi manusia adalah mutlak. Mereka 
tidak harus diambil, kecuali dalam situasi tertentu dan sesuai dengan proses hukum 
(nation, 2008). 
3. Rezim International 
Ketika studi organisasi internasional berkembang setelah perang dunia dunia kedua, 
jurang antara politik internasional dan pola-pola organisasi formal mulai terbuka dengan 
cara-cara yang tidak mudah untuk di damaikan. Konflik besar internasional mengamuk 
diluar deklarasi perserikatan bangsa-bangsa. Bagi sebagian, respon normative yang tepat 
tampaknya dengan memperkuat organisasi internasional untuk menangani masalah 
meningkatnya saling ketergantungan (Gosovic dan Ruggie, 1976; Ruggie,1972). 
Menjadi jelas bahwa banyak focus sebelumnya pada struktur-struktur formal dan 
perjanjian-perjanjian multilateral berbasis kesepakatan, terutama PBB, telah bergeser ( 
McLin, 1979, Strange, 1978) (warlter carlsnaes, 2013). 
Kepentingan rezim kemudian timbul karena adanya ketidakpuasan akan konsep 
dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi (Haggard  Simmons, 
1987:491). Rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk 
memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih 
dahulu (melinda, 2014). 
Peristiwa awal 1970-an memunculkan studi rezim internasional, yang di 
defenisikan sebagai aturan, norma, prinsip, dan prosedur yang focus pada harapan-
harapan mengenai perilaku internasional (Krasner, 1983, lihat Haggard dan Simmons, 
1987). Gerakan rezim mewakili upaya untuk berteori tentang pemerintahan internasional 
yang lebih luas (misalnya, Hopkins and Puchala, 1978:598). Ia menurunkan studi 
organisasi internasional sebagai actor dan sebagai gantinya mulai focus pada aturan-
aturan atau bahkan pemahaman yang dianggap mempengaruhi perilaku pemerintah 
(warlter carlsnaes, 2013). 
Rezim internasional dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan perilaku 
Negara yang dipahami sebagai sesuatu yang lebih dai sekedar perjanjian sementara 
(temporary agreement) yang mengalami perubahan setiap kali terjadi perpindahan atau 
pergeseran dlam power atau interest (haggard, 1987). 
 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analitik. Berdasarkan metode yang dipakai, maka penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif dapat 
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian seseorang, lembaga, 
masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya. 
Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data secara 
sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami. Kemudian, hasil uraian data tersebut 
dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe 
penelitin deskriptif-analitik dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 
fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta menggunakan 
kerangka konsep untuk membantu menjelaskan alur sebabakibat atau hubungan antar 
variabel 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Library Research. 
Dimana data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder, yaitu literature 
dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, dan artikel yang sifatnya memerlukan akses 
internet maupun yang bersifat konvensional seperti surat kabar.  
3. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data 
sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 
yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari 
berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, artikel dan lain-lain. 
4. Teknik Analisis Data 
Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang merujuk pada 
penggunaan fakta-fakta yang ada sebagai sumber utama dalam menyusun pernyataan 
untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat berdasarkan rumusan masalah. 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan  oleh  penulis  ialah  metode  deduktif, yaitu 
dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik 
kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.  
 
  
BAB III 
DISKRIMINASI PEREMPUAN DAN RATIFIKASI CEDAW OLEH PAKISTAN 
A. Kondisi objektivitas perempuan di Pakistan 
a. Kesetaraan Gender 
Menurut sebuah jajak pendapat tahun 2011 oleh seorang ahli bernama 
Thomson Reuters Foundation Poll, pakistan adalah negara paling berbahaya 
ketiga bagi perempuan di dunia. Ia mengutip bahwa lebih dari 1000 
perempuan dan anak perempuan dibunuh atas dasar “pemubunhan demi 
kehormatan” setiap tahunnya dan juga melaporkan bahwa 90 persen 
perempuan Pakistan menderita kekerasan dalam rumah tangga (Jamal, 
2012). 
Derajat seorang perempuan di Pakistan tidak dianggap sama dengan derajat 
seorang laki-laki. Pria dianggap sebagai pelindung wanita, dan mereka perlu 
menjaga harta yang mereka miliki dari berbagai macam ancaman dan 
gangguan yang mungkin saja terjadi. Seorang perempuan akan menjadi 
tanggungan bagi ayahnya, saudaranya dan suaminya (Hameed, 2014) 
Beberapa orang menegasosiasikan nasib perempuan Pakistan dengan 
penindasan agama, tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Kondisi masyarakat 
khususnya perempuan berada di garis kemiskinan, tidak berpendidikan serta 
mereka harus tetap memperjuangkan hak-hak mereka baik itu berupa 
pengakuan maupun rasa hormat. Mereka harus hidup dalam budaya yang 
mendefinisikan mereka dengan tokoh laki-laki dalam hidup mereka, 
meskipun tak jarang perempuan perempuan ini juga menjadi pencari nafkah 
bagi keluarga mereka (Jamal, 2012)  Sebuah ironi yang cukup sulit dialami 
perempuan Pakistan adalah bahwa mereka kerap kali menjadi korban 
kekerasan seksual dan kekerasan fisik, yang mana hal ini justru kerap kali 
disembunyikan guna menjaga martabat keluarga. Banyak kasus 
pemerkosaan tidak dilaporkan karena mereka takut apabila mereka dianggap 
tidak berharga di masyarakat dan dianggap mencoreng nama baik keluarga 
mereka sendiri. 
b. Hak Asasi Manusia 
Hak-hak perempuan di Pakistan adalah salah satu pertanyaan yang sering 
muncul dalam benak banyak orang. Hal ini diyakini bahwa perempuan di 
Pakistan tidak memiliki hak atau keistimewaan dalam masyarakat. Semua 
warga Negara adalah sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan 
hukum yang sama, tidak akan ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin. 
Dalam konstitusi Pakistan artikel 25,27,35 dan 37 dikatakan bahwa “setiap 
orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan. Laki-laki dan 
perempuan tanpa ada batasan ras, kebangsaan atau agama serta memiliki 
hak untuk menikah atau memiliki keluarga. Mereka berhak menentukan 
akan menikah atau akan berpisah. (hassanriaz, 2009). 
Di Pakistan perempuan akan kehilangan haknya bahkan sebelum mereka 
dilahirkan, karena seorang anak perempuan adalah anak yang tidak 
diinginkan di Pakistan. Ketika dia masih muda, ayahnya akan menetapkan 
hal-hal yang akan dialami anaknya mulai dari mendapatkan pendidikan 
hingga dengan siapa dia akan menikah. Setelah menikah, suami dan 
mertuanya yang akan mengatur kehidupan anak perempaun tersebut, seperti 
berapa jumlah anak yang harus dilahirkan, pekerjaan apa yang cocok untuk 
perempuan tersebut dan lain sebagainya. Menurut Hina Jilani, pengacara 
dan aktivis Hak Asasi Manusia, “ hak untuk hidup perempuan di Pakistan 
tergantung pada mereka menaati norma-norma dan tradisi sosial” 
(hassanriaz, 2009) 
Selain itu, perempuan Pakistan menghadapi segala bentuk kekerasan dan 
pelecehan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Menurut laporan amnesty 
international yang dirilis pada tanggal 15 juni 2000, angka kematian 
perempuan dan anak perempuan setiap tahun dalam kasus Honour Killing 
mendekati angka seribu. Lebih lanjut dikatakan bahwa alasan seorang 
perempuan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi di Pakistan adalah 
karena rendahnya tingkat pendidikan seorang perempuan, hal ini di 
karenakan mereka menganggap hal tersebut telah sesuai dengan ajaran islam 
(hassanriaz, 2009). 
Melihat kondisi perempuan Pakistan saat ini, dimana mereka bahkan ada 
yang tidak memiliki hak atas tubuh mereka dikarenakan tradisi yang 
mengharuskan mereka diatur oleh laki-laki. Bantahan atau segala bentuk 
penolakan diartikan sebagai sikap yang akan merusak kehormatan keluarga 
dan masyarakat. Seorang jurnalis di Lark Ana, feb 1999 mengatakan bahwa 
“perempuan di Pakistan dibunuh seperti ayam, mereka tidak memiliki cara 
untuk melarikan diri dan tidak mampu mengatakan apa yang sebenarnya 
terjadi kepada mereka. (hassanriaz, 2009). 
c. Budaya 
Pakistan adalah salah satu Negara yang memiliki budaya yang dikenal 
beragam oleh masyarakat luas, keberagaman budaya yang ada di Pakistan 
ini kemudian menjadi salah satu alasan munculnya berbagai macam 
diksriminasi dan kekerasan terhadap satu kaum yaitu perempuan, ada 
beberapa macam jenis budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh 
masyarakat Pakistan dan telah mendarah daging khususnya bagi masyarakat 
yang tinggal jauh dari kota-kota besar, yaitu : 
1. Vani, adalah pernikahan anak dibawah umur. Meskipun Pakistan telah 
menetapkan usia pernikahan yang legal bagi seorang perempuan adlah 
16 tahun, namun Vani ini masih sering sekali dijumpai di daerah 
pedesaan. Gadis-gadis dipaksa menikah untuk menyelesaikan 
pertikaian atau pertengkaan antar suku (burney, 2004) vani itu sendiri 
dapat ditolak dengan persyaratan bahwa keluarga perempuan bersedia 
membayar uang yang disebut Deet untuk keluarga laki-laki (plett, 
2005). 
2. Watta satta, adalah perdagangan pengantin antar suku. Untuk 
menikahkan seorang anak, kita juga harus memiliki seseorang untuk 
dijadikan imbalan untuk bertukar dengan imbalan dari pasangan 
pengantin. Meskipun hukum islam mensyaratkan bahwa kedua 
pasangan harus menyetujui perkawinan, namun pada kenyataannya 
perempuan sering dipaksa untuk menikah oleh ayah atau pemimpin 
suku mereka (bettencourt, 2000). 
3. Dowry, adalah mahar yang diajukan pihak pria kepada wanita yang 
akan dinikahkan dengan dia. Dowry biasanya adalah harga mati yang 
tidak dapat ditawar. Semakin tinggi pendidikan dan status sosial 
seorang laki-laki makan semakin tinggi harga dowrynya. Setiap syarat 
dowry memiliki waktu tertentu, dan apabila sampai pada batas waktu 
tertentu pihak perempuan tidak melunasi dowry yang telah ditetapkan, 
maka keluarga laki-laki akan dikembalikan ke keluarganya atau pihak 
keluarga laki-laki akan memperlakukan perempuan tersebut semena-
mena, dan biasanya pihak keluarga perempuan juga akan mendukung 
hal ini karena mereka akan merasa malu apabila anaknya dikembalikan, 
itulah mengapa angka kematian perempuan terus meningkat (ria, 2010). 
4. Honour killing, adalah pembunuhan atas nama kehormatan dimana 
mayoritas korbannya adalah perempuan. Di Pakistan, perempuan secara 
sadar dan sengaja dibunuh oleh keluarga, dan kerabat mereka dengan 
alasan yang tidak rasional, seperti menolak perjodohan, menikah 
dengan pilhan sendiri, serta menjadi korban pemerkosaan. Banyak 
kasus yang tidak dilaporkan dikarenakan hukum yang masih begitu 
lemah di Negara ini sehingga kebanyakan pelaku dapat bebas 
berkeliaran tanpa rasa bersalah. (ASA, 1999). 
5. Haq Bakshish, adalah pernikahan untuk Qur’an dimana seorang 
perempuan terpaksa melepaskan haknya untuk menikah dikarenakan 
tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya yang dapat dijadikan ahli 
waris untuk menjaga harta yang dimiliki keluarganya (noor, 2004). Haq 
bakshish dianggap sebagai akibat dari keserakahan anggota keluarga, 
dimana orang tua tidak menginginkan hartanya di jaga oleh orang lain 
yang dianggap bukan keluarga mereka, sehingga mereka menikahkan 
anak perempuannya dengan al-quran agar harta mereka masih tetap 
dalam pengawasan mereka (modifica, 2013). 
d. Agama 
Pakistan adalah negara republik islam yang mana setiap aturan dan 
peraturan di negara ini didasarkan pada hukum islam, tetapi ada beberapa 
kebiasaan dan tradisi yang berbeda dengan aturan hukum islam yang umum 
dilakukan (UN, 2011) sebuah laporan tentang pemeriksaan pelaksanaan hak-
hak perempuan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pakistan 
yang melakukan pelanggaran, baik secara sengaja atau sadar bahwa apa 
yang dilakukanya adalah hal yang menyimpang dari peraturan pemerintah 
dan ajaran islam (khan, 2004) 
Pola budaya di Pakistan tidak membiarkan perempuan menikmati hukum. 
Pakistan adalah Negara islam tetapi dalam hal  hak-hak perempuan, semua 
berasal dari intepretasi adat dan budaya serta norma (ibrahim, 2005). 
Adanya system peradilan parallel seperti Jirga dan panchayat umumnya 
bersifat apatis terhadap perempuan, oleh karena itu keberadaan kedua 
hukum di Pakistan tidak meresap ke dalam tatanan social. faktor ketakutan 
juga menjadi salah satu penghambat bagi permpuan di Pakistan dalam 
menegakkan hak-hak mereka (farzana bari, 2001). 
B. Dinamika Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination 
Against Woman (CEDAW) 
a. CEDAW dan fenomena Honour Killing di Pakistan 
Menciptakan keadilan dalam  masyarakat yang pluralistik atas dasar ras, kelas 
sosial, gender, agama dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena sosial, yakni 
pembedaan dan perlakuan diskriminatif  karena berbagai macam alasan seperti halnya 
gender, strata sosial dan kekuasaan dalam persoalan hukum dan peradilan. Pencapaian 
kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini 
terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-
undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan 
masyarakat mulai di wujudkan (sihite, 2005). 
Realitas sosial membuktikan antara perempuan dengan laki-laki mempunyai 
kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam keseharian di masyarakat. Sudah 
semestinya bila substansi hukum lebih aspiratif dengan pengalaman dan kepentingan 
perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan. Perubahan fundamental yang perlu 
dilakukan selain perubahan hukum yang sering ditentang oleh mereka yang mengklaim 
diri sebagai otoritas patriarkhi, proses penciptaan hukum sering kali hanya milik 
penguasa dan elite tertentu. Subtansi hukum yang belum spesifik gender akan membawa 
dampak di tingkat implementasi dalam konteks kinerja, di jajaran tata peradilan pidana, 
maupun badan lainya sebagai pelaksana hukum (sihite, 2005). 
Hukum Internasional memang pada akhirnya mulai menyadari pentingnya 
sebuah struktur untuk mencegah diskriminasi. CEDAW (Convention on The Elimination 
Of All Forms Of Diskrimination Against Women) merupakan langkah maju untuk 
bukan saja secara pasif memaparkan pasal-pasalnya. Namun juga secara aktif melakukan 
perbaikan bahasa (corrective language ) bahasa hukum yang secara tegas memihak 
kepada hak asasi perempuan. Perbaikan bahasa tersebut penting untuk menunjukan dan 
memantapkan peranan pergerakan perempuan dalam setiap langkah implementasi 
CEDAW (arivia, 2006). 
CEDAW telah berjasa untuk membawa perempuan dalam arena perbincangan 
hak. Ketika pemerintah telah meratifikasi CEDAW, maka artinya pemerintah telah 
melakukan kontrak sosial dengan perempuan. CEDAW menjadi alat untuk selalu 
menagih pemerintah berada dalam jalur HAM (arivia, 2006). 
CEDAW merupakan perjanjian internasiaonal yang paling komprehensip tentang 
hak asasi perempuan yang menetapkan kewajiban yang mengikat kepada negara peserta 
untuk secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan 
persamaan hak sipil, politik ekonomi, sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta 
menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah 
langkah umum, program, serta kebijakan kebijakan. Pada tanggal 18 Desember 1979, 
majelis umum PBB menyetujui sebuah rancangan konvensi tentang penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Majelis umum PBB mengundang negara-
negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku 
pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui. Disetujuinya Konvensi Penghapusan 
segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Konvensi 
Perempuan, merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekde perempuan yang 
ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan perempuan diseluruh dunia. Ini 
merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh komisi kedudukan perempuan (United 
States Commission on the Status of women), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 
1974 oleh PBB untuk mempertiumbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang 
akan dapat meningkatkan posisi perempuan. Pada tahun 1949 sampai dengan tahun 
1959, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan 
internasional termasuk di dalamnya Konvensi tentang hak-hak politik perempuan dan 
Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang menikah. Pada tahun 1963, 
Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus 
berlanjut, dan meminta agar dapat dibuat suatu rancangan Deklarasi Penghapusan 
Diuskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, Komisi tersebut memulai 
menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya pada tahun 
1967 rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan bedasarkan Resolusi XXII. Deklarasi ini merupakan 
instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan menjadi standar-
standar persamaan hak laki-laki dan perempuan (eddyono, 2011). 
Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk 
menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut oleh anggota-
anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (treaty), meskipun ada 
penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakanya, 
anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya. 
Pada tahun 1970 Majelis Umum PBB kemudian mendesak adanya ratifikasi atau aksesi 
pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan 
perempuan. Melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi Kedudukan 
Perempuan mempersiapkan sebuah kesepakatan yang akan mengikat pelaksanaan apa 
yang termuat dalam deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial 
kemudian menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk memulai 
menyusun suatu konvensi pada tahun 1973. Persiapan ini mendapat sambutan dan 
dorongan yang besar oleh Konfrensi Dunia yang di selenggarakan di Mexiko pada tahun 
1975. Konfrensi ini sedianya untuk menyusun kerangka kerja dunia tentang perempuan. 
Konfrensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan (eddyono, 2011).  
Konvensi ini kemudian di adopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979. Dalam 
resolusinya Majelis Umum PBB menyampaikan harapan bahwa konvensi dapat di 
berlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB 
mempresentasikan teks konvensi pada Konfrensi Dunia pertengahan dekade perempuan 
di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang menandatangani Konvensi dan 2 negara 
meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 3 September 1981, 
30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi konvensi tersebut, Konvensi ini di 
nyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak pada adanya sebuah 
standar hukum internasional yang komprehensif untuk perempuan (eddyono, 2011). 
Konvensi mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai : “ setiap 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek  atau tujuan 
perusakan atau penghapusan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, 
terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan 
perempuan, dari hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dibidang politik, 
ekonomi,sosial, budaya, sipil atau lainnya. “ dengan menerima konvensi, berarti Negara 
berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri diskriminasi 
terhadap perempuan dalam segala bentuk (komite warga untuk laporan luar biasa 
tentang gujarat, 2003). 
CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan 
perempuan (equality and justice), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta “perlakuan 
yang adil” disegala bidang dan segala kegiatan. Konvensi CEDAW juga mengakui 
bahwa (candraningrum, 2015): 
a. Ada perbedaan biologis atau kodrati antara laki-laki dan perempuan. 
b. Ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang 
mengakibatkan kerugian pada perempuan. 
c. Perbedaan posisi dan kondisi antara laki-laki dan perempuan, karena 
perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lebi lemah atau rentan karena 
mengalami diskriminasi atau menanggung akibat dari perlakuan diskriminatif 
yang dialami sebelumnya atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat 
melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan “karena mereka 
perempuan” dan biasanya memang diperlukan demikian. 
Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi itu, CEDAW menetapkan prinsip-
prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta 
tindakan yang merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan 
masyarakat. Prinsip-prinsip itu merupakan kerangka untuk merumuskan strategi 
pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Prinsip-prinsip CEDAW dapat 
pula digunakan sebagai alat untuk mengkaji apakah suatu kebijakan, aturan atau 
ketentuan mempunyai dampak jangka pendek atau jangka panjang yang merugikan 
perempuan. Prinsip tersebut terjalin secara konseptual dalam pasal 1-16 CEDAW. 
(komite warga untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003) 
Konvensi CEDAW memberikan pengertian yang komprehensif tentang prinsi-
prinsip “diskriminasi terhadap perempuan”, “persamaan substansif”, dan “kewajiban 
Negara” untuk digunakan (candraningrum, sebuah panduan konvensi-konvensi utama 
PBB tentang hak asasi perempuan, 2014): 
a. dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan disemua bidang bidang 
kehidupan yang ada. 
b. oleh semua pihak yang bertanggung jawab menghapuskan kekerasan 
terhadap perempuan, maupun semua perempuan dan laki-laki. 
Selain menganut prinsip-prinsip HAM pada umumnya, CEDAW menganut tiga 
prinsip utama, yaitu persamaan substansif, non diskriminasi, dan kewajban Negara. 
Pertama, prinsip persamaan substansif, secara ringkas perwujudan prinsip persamaan 
substansif yang dianut oleh konvensi CEDAW dicapai melalui : langkah-langkah untuk 
merealisasi hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, 
disparitasi/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan; langkah-langkah 
untuk melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai akses yang 
sama dan menikmati kesamaan manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada; keijakan 
Negara yang berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut (candraningrum, sebuah 
panduan konvensi-konvensi utama PBB tentang hak asasi perempuan, 2014): 
a. persamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang 
kehidupan tanpa adanya pembedaan berdasarkan gender. 
b. persamaan bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati manfaat dari hasil-
hasil menggunakan kesempatan itu, yang berarti bahwa laki-laki dan 
perempuan menikmati manfaat yang sama/adil. 
c. hak hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan diantaranya dlam 
kewarganegaraan, dalam perkawinan dan hubungan keluarga, dalam 
perwakilan anak 
d. persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan 
hukum, dimana seorang perempuan berhak mendapatkan perlakuan hukum 
yang sama dengan orang lain tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. 
Tetapi konvensi CEDAW juga menekankan bahwa pendekatan hukum formal 
dan program-program tidaklah mencukupi untuk mencapai persamaan de facto bagi 
perempuan, yang oleh komite CEDAW diartikan sebagai persamaan substansif. Hal ini 
berarti bahwa permpuan harus menikmati (komite warga untuk laporan luar biasa 
tentang gujarat, 2003): 
a. persamaan kesempatan dan perlakuan  
b. persamaan kondisi awal dan lingkungan 
c. persamaan kemampuan memanfaatkan kesempatan 
d. persamaan dalam penikmatan hasil 
kedua, prinsip non diskriminasi yang mana prinsip ini dijabarkan secara rinci 
dalam pasal 1 konvensi sebagai berikut : “untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, 
istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan 
untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-
hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, 
budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas daru status perkawinan mereka, 
atas dasar persamaan antara pria dan wanita” (komite warga untuk laporan luar biasa 
tentang gujarat, 2003). 
Pasal 1 ini memberikan keterangan rinci mengenai arti diskriminasi terhadap 
perempuan meliputi perlakuan yang berbeda berdasarkan gender yang secara sengaja 
atau tidak sengaja merugikan perempuan; mencegah masyarakat secara keseluruhan 
memberi pengakuan terhadap hak perempuan, baik dilingkungan public maupun privat; 
mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi dan kebebasan dasar yang 
dimilikinya (komite warga untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
Yang tidak dianggap sebagai diskriminasi ialah : Temporary Special Measures 
(pasal 4 ayat 1 konvensi CEDAW), yaitu langkah-langkah khsusus sementara yang 
ditujukan untuk mempercepat tercapainya persamaan “de facto” anatara laki-laki dan 
perempuan. Disamping itu, juga sama sekali tidak boleh menimbulkan akibat yang 
melanjutkan ketimpnagan atau perbedaan standar. Langkah-langkah khusus sementara 
ini akan dihentikan apabila tujuan berupa persamaan sustansuf telah dicapai (komite 
warga untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
Langkah-langkah khusus yang bertujuan melindungi kehamilan, pasal 4 ayat 2 
konvensi CEDAW, juga tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi. Sebaliknya, suatu 
tindakan proaktif, seperti melarang perempuan melakukan suatu jenis pekerjaan, dapat 
dianggap sebagai diskriminasi, karena dalm jangka panjang dapat bertentangan dengan 
kepentingan perempuan (komite warga untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
Adapun isi pasal 4 konvensi CEDAW yang dimaksud yaitu (candraningrum, 
sebuah panduan konvensi-konvensi utama PBB tentang hak asasi perempuan, 2014): 
1. kebijakan khusus yang dijalankan para Negara anggota yang ditujukan pada 
peningkatan persamaan de faco antara laki-laki dan perempuan tidak akan 
dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam konvensi ini, 
tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi 
di[ertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan ini tidak 
akan dilanjutkan apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah 
tercapai. 
2. Kebijakan khusus yang dijalankan para anggota, termasuk yang termuat 
dalam konvensi ini, yang ditujukan pada perlindungan fungsi keibuan tidak 
dpat dianggap sebagai diskriminasi. 
Ketiga, prinsip kewajiban Negara. Dalam pasal 2 konvensi CEDAW menetapkan 
secara umum kewajiban Negara-negara peserta, dam kebijakan yang harus diikuti dalm 
rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan meratifikasi konvensi, 
Negara peserta menerima kewajiban melakukan langkahlangkah aktif untuk menetapkan 
prinsip-prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang-undang dasar 
mereka dan peraturan perundang-undangan lainnya. Negara-negara peserta juga harus 
menghapuskan dasar hukum yang menjadi landasan diskriminasi, dengan mengubah 
peraturan perundang-undangan, baik perdata maupun pidana (komite warga untuk 
laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
Konvensi ini juga mengharuskan negarnegara peserta untuk memberi 
perlindungan secara efektif terhadap hak perempuan dan memberi kesempatan bagi 
perempuan untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan terhadap diskriminasi. 
Negara-negara peserta juga harus memasukkan sanksi-sanksi ke dalam peraturan 
perundang-undangan mereka untuk mencegah diskriminasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung, terhadap perempuan, serta membuat suatu system untuk 
mengajukan pengaduan dalam kerangka peradilan nasional (komite warga untuk laporan 
luar biasa tentang gujarat, 2003). 
Negara-negara peserta konvensi harus mengambil langkah untuk penghapusan 
diskriminasi, baik dilingkungan public maupun privat. Negara-negara peserta juga 
diwajibkan melakukan upaya-upaya yang sesuai di semua bidang, untuk menjamin 
pengembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuna untuk menjamin 
mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan pokok berlandaskan prinsip persamaan dengan kaum laki-laki (komite warga 
untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
Secara singkat prinsip kewajiban Negara meliputi : 
a. menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin 
hasilnya; menjamin pelaksanaaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-
langkah atau aturan khsusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk 
meningkatkan kemampuan akses peremouan pad peluang dan kesempatan 
yang ada; Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak 
perempuan; tidak saja menjamin secara de jure tetapi juga de facto; Negara 
tidak saja harus mengaturnya di sector public, tetapi juga terhadap tindakan 
dari orang-orang dan lembaga di sketor privat (keluarga) dan sector swasta 
(komite warga untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
b. Menurut pasal 2 konvensi CEDAW, Negara memiliki kewajiban untuk 
mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta 
realisasinya; menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui 
pengadilan nasional yang kompeten dan badan-bdan pemerintah lainnya; 
serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan 
diskriminatif; mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek 
yang diskriminatif terhadap perempuan; mencabut semua ketentuan pidana 
nasional yang diskriminatif terhadap perempuan (komite warga untuk 
laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
c. Menurut pasal 3 konvensi CEDAW, Negara wajib untuk melakukan langkah-
langkah proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, 
ekonomi, budaya serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin 
pengembangan dan kemajuan perempuan (komite warga untuk laporan luar 
biasa tentang gujarat, 2003). 
d. Menurut pasal 4 konvensi CEDAW, Negara wajib untuk melakukan langkah 
khusus sementara atau temporary special measure untuk memeprcepat 
persamaan de facto, serta mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan 
bagi laki-laki dan perempuan ( pasal 4 ayat 1 serta perlindungan kehamilan 
pasal 4 ayat 2) (komite warga untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
e. Menurut pasal 5 konvensi CEDAW, Negara wajib melakukan langkah tindak 
yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan 
perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan 
kebiasaan dan segla praktek lainnya yang didasarkan atas inferiotas atau 
superiotas salh satu jenis kelamin atau berdasar peran sterotip bahi laki-laki 
dan perempuan; menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian 
yang tepat mengenai kehimlan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung 
jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak, dan 
bahwa kepentingan anak adalah perimbangan utama dalam segala hal 
(komite warga untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
f. Menurut pasal 6 konvensi CEDAW, Negara wajib untuk melakukan langkah-
langkah yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan untuk 
memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi 
pelacuran (komite warga untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003). 
Kewajiban Negara peserta memang diemban oleh semua komponen bangsa, 
tetapi memang utamanya oleh badan-badan penyelenggara Negara, baik yang ada pada 
waktu ratifikasi, maupun yang kemudian melanjutkan, walaupun struktur dan sistemnya 
mungkin sudah berubah, kecuali apabila Negara peserta yang bersangkutan menyatakan 
secara resmi menarik diri dari keterkaitan dengan konvensi CEDAW (komite warga 
untuk laporan luar biasa tentang gujarat, 2003).  
Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya diskriminasi terhadap 
perempuan di dunia; adat, tradisi, budaya, kepercayaan, dan agama menjadi salah satu 
faktor penyebabnya. Selain itu dominasi laki-laki di banding perempuan juga dapat 
memicu terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Dominasi pria atas wanita (male 
dominated societies) merupakan bentuk budaya yang hidup di kalangan banyak suku 
bangsa dengan berbagai latar belakang kepercayaan atau agama yang berada di seluruh 
pelosok bumi. Bagian budaya dominasi pria dalam masyarakat atau kelompoknya yang 
sangat menghentak rasa kemanusiaan  dan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip 
universal hak azasi manusia adalah terjadinya honour killing. Menurut jajak pendapat 
Asian Network BBC, praktek honor killing berlaku lintas benua dan lintas peradaban 
yang di beberapa wilayah masih marak hingga saat ini (asruchin, 2012). 
Hampir di semua agama besar seperti Hindu, Yahudi, Kristen dan Islam terdapat 
penganut maupun tokohnya yang mendukung dilaksanakannya honour killing terhadap 
seseorang yang dianggap telah mengancam kehormatan keluarga. Praktek tersebut 
menyebar di seluruh dunia tidak terbatas pada suku atau kelompok tertentu baik yang 
tinggal di pelosok pedesaan bahkan masih ditemukan juga di tengah perkotaan. Diruntut 
dari sejarahnya, perbuatan honour killing sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang 
sebelum agama-agama besar ada. Praktek mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang 
lahir sudah lazim dijalankan oleh kaum kafir Qurais di zaman Jahiliyah sebelum Islam 
disiarkan oleh Nabi Muhammad di jazirah Arab. Hal serupa juga ditemukan pada bangsa 
Aztec dan Inca di Benua Amerika. Pada bangsa Roma dan Yunani kuno, perempuan 
yang kedapatan atau dituduh berzina harus dienyahkan sebagai tindakan penyucian diri 
pelaku. Hukuman pendosa oleh bangsa Mesir adalah mutilasi, bangsa Cina menghukum 
mati melalui injakan gajah, dan bangsa Babilon menyuruh pelaku menyebur ke sungai. 
Dalam cerita Ramayana, Shinta harus membuktikan kesuciannya dari noda Rahwana 
dengan cara membakar diri (asruchin, 2012). 
Di jaman modern pun praktek honour killing masih dilestarikan oleh masyarakat 
tertentu. Komisi HAM PBB mengumpulkan laporan-laporan dari sumber terbuka 
maupun laporan lisan, mencatat bahwa berbagai bentuk honour killing masih tetap 
dilakukan di antara masyarakat bangsa Kurdi, Turki, Iran, Kongo  dan Afrika Utara, 
bangsa  Asia Selatan (Afghanistan, Bangladesh, India dan Pakistan), Timur Tengah 
(Jordania, Lebanon, Maroko, Mesir, Palestina, Syria), Amerika Latin (Argentina, 
Brazilia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haiti, Peru). Bahkan di negara-negara Eropa, 
Amerika Serikat dan Kanada juga terdapat kasus-kasus hukum yang menyangkut honour 
killing, namun semua pelaku adalah keluarga imigran dari wilayah Timur Tengah, Asia 
Selatan dan Turki terutama masyarakat Kurdi. Secara umum, budaya honour killing 
merupakan kegiatan penghukuman termasuk pembunuhan seseorang (wanita) oleh ayah, 
saudara laki-laki atau anggota keluarga lainnya karena dianggap mencemarkan 
kehormatan keluarga: seperti menolak menikah sebagaimana telah diatur oleh keluarga 
(arranged marriage), ingin menikah dengan calon pilihan sendiri, ingin bercerai dari 
suami pilihan keluarga, berselingkuh, korban perkosaan, dan berperilaku sex 
menyimpang (homo atau lesbian) (asruchin, 2012). 
Sejalan dengan perkembangan jaman, ketika emansipasi wanita sudah menjalar 
dari Benua Eropa dan Amerika ke bagian dunia lainnya, budaya dominasi pria atas 
wanita tetap subur di negara-negara berkembang, termasuk yang berada di wilayah Asia 
Selatan. Apabila jabatan-jabatan publik termasuk Perdana Menteri di India dan Pakistan 
pernah diduduki oleh kaum perempuan, itu lebih bersifat kosmetik dan hanya populer di 
wilayah perkotaan dan kalangan terpelajar. Di pedesaan dan daerah-daerah pedalaman 
yang hidup dari hasil pertanian atau perkebunan, struktur masyarakat feodal yang terbagi 
dalam kelompok tuan tanah di satu pihak  dan kaum buruh tani di pihak lainnya masih 
tetap bertahan (asruchin, 2012) 
Wanita di Pakistan menghadapi segala macam bentuk kekerasan dan pelecehan 
yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Hingga hari ini dikatakan bahwa 
perempuan di Pakistan banyak yang dimutilasi, dipukul dan dibunuh atas nama 
kehormatan/honour Killing (jehanzeb, 2004). 
Honour Killing dalam bahasa urdu (Pakistan) disebut karo-kari yang arti 
harfiahnya adalah pria pendosa (karo) dan wanita ternoda (kari) yang asal mu;anya 
dikaitkan dengan keterlibatan pria dan wanita dalam satu hubungan asmara sebelum atau 
di luar ikatan perkawinan. Apabila seseorang wanita berbuat kari, yaitu melakukan 
hubungan asmara dengan lelaki yang bukan suaminya, maka ia merupakan “aib” atau 
noda bagi keluarganya yan harus dihukum termasuk dilenyapkan/dibunuh oleh ayah, 
saudara lelakinya atau suaminya yang bisa dilakukan sendiri atau dengan menyewa 
orang lain (asruchin, 2012). 
Pengertian aib atau noda ini kemudian diperluas menjadi perbuatan yang tidak 
bermoral, seperti menolaak menikah dengan calon pilihan orang tua dan sebaliknya 
menikah dengan pilhan sendiri, menginginkan cerai dari suami, berselingkuh, berganti 
agama/kepercayaan, mengadopsi budaya asing dan berperilaku menyimpang seperti 
menjadi banci (homo atau lesbian) (asruchin, 2012). 
Karo kari atau pembunuhan atas nama kehormatan merupakan masalah sosial 
budaya bagi masyarakat Pakistan, banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya praktek 
karo kari/honour killing di Pakistan, antara lain (jamal, 2015) : 
1. Penentuan pernikahan sebelum lahir. Dalam masyarakat Pakistan 
menjodohkan anak mereka sebelum lahir adalah sesatu hal yang sering 
dilakukan untuk memperbaiki keturunan. Seorang anak akan dijodohkan 
dengan anak kerabat dari orang tua mereka sejak mereka masih dalam 
kandungan. Namun yang terjadi biasanya adalah ketika sang anak sudah 
memasuki masa pubertas, ia jatuh cinta dengan orang lain sehingga kerap 
kali sang anak menjadi korban pembunuhan atas nama kehormatan/karo kari 
(jamal, 2015). 
2. Karo-kari setelah pemerkosaan, dimana seorang perempuan menjadi korban 
pembunuhan oleh keluarganya diakibatkan karena peremuan tersebut telah 
diperkosa oleh seseorang, sehingga keluarganya merasa perlu untuk 
membunuhnya karena telah di anggap membawa aib bagi keluarganya 
(jamal, 2015). 
3. Karo kari karena katidakpatuhan, ketika seorang perempuan telah dijodohkan 
dan perempuan tersebut menolak orang yang dijodohkan dengannya makan 
hal tersebut juga sering kali menjadi alasan terjadinya pembunuhan atas 
nama kehormatan karena orang tua merasa telah di permalukan oleh anaknya 
sendiri, selain itu ketika seorang perempuan juga tidak mematuhi suami dan 
mertuanya maka hal tersebut juga menjadi penyebab pembunuhan atas nama 
kehormatan tersebut (jamal, 2015). 
4. Karo-kari untuk mendapatkan properti, dalam satu kondisi tertentu eorang 
wanita memiliki warisan yang diberikan oleh ayah dan suami mereka. 
Namun sering kali ada kerabatnya yang mencoba untuk mendapatkan hal 
tersebut secara illegal atau kadang melalui hukum, namun ketika mereka 
gagal, mereka tak segan untuk membunuh demi mendapatkan harta itu 
(jamal, 2015). 
5. Kurangnya pendidikan, Pakistan merupakan Negara dengan tingkat 
pendidikan untuk perempuan yang cukup memprihatinkan. Masyarakat di 
daerah pedesaan tidak menganggap penting adanya pendidikan bagi 
perempuan, karena mereka menganggap perempuan tempatnya hanya di 
rumah (jamal, 2015). 
Dalam perpektif masyarakat Pakistan, seorang perempuan merupakan milik laki-
laki. Perempuan dianggap sebagai sebuah objek yang memiliki banyak nilai untuk 
seorang laki-laki (burfet, 2002). Konsep kehormatan didasarkan pada budaya suku. 
Perempuan dianggap sebagai milik anggota keluarga laki-laki sehingga laki-laki 
memutuskan nasib perempuan tersebut sebagai pemiliknya (KHAN, 1999). Oleh karena 
itu ketika seorang perempuan menikah, hak-hak pribadinya sudah tidak dianggap lagi, 
karena ia telah menjadi milik suaminya. Kehormatan seorang wanita ada di tubuhnya 
dan jika disalahgunakan dengan siapapun kecuai suaminya maka ia bisa saja menjadi 
korban pembunuhan atas nama kehormatan kareana dianggap melanggar hak milik 
suaminya atas tubuh perempuan tersebut (jamal, 2015). 
Diperkirakan sekitar seperlima dari kasus pembunuhan atas nama kehormatan di 
dunia berada di Pakistan. Hampir 1000 wanita tewas dalam kasus pembunuhan atas 
nama kehormatan setiap tahunnya. Pakistan memiliki populasi 170 juta jiwa dan sekitar 
tiga perempuan di bunuh setiap hari atas nama kehormatan (sadiq bhanbhro, 2013) 
Kehormatan di Pakistan adalah istilah multidimensi yang berhubungan dengan 
rasa hormat dari keluarga dan masyarakat sosial. Kehilangan kehormatan oleh anggota 
keluarga perempuan dianggap membawa aib dan malu bagi keluarga. Kesucian 
perempuan merupakan modal simbolik keluarga. Untuk mempertahankan dan 
mengembalikannya, pelaku perempuan harus dibunuh. Dalam budaya masyarakat 
menebus kehormatan keluarga dengan cara membunuh pelaku dinilai dapat 
mengembalikan kehormatan keluarga (knudsen, 2004) 
Berbagai peristiwa pembunuhan atas nama kehormatan/honour killing terjadi di 
Pakistan diantaranya : 
Pada tahun 2013, seorang pasangan suami istri bernama Sajjad Ahmed dan 
Muafia di eksekusi mati oleh pihak keluarga wanita dikarenakan menantu pria bukanlah 
pilihan keluarga, dengan kata lain Muafia menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri 
(Hussein, 2013) Kemudian, 
Pada tahun 2014, seorang perempuan bernama Farzana Iqbal dirajam sampai 
meninggal oleh kakak iparnya sendiri dikarenakan ia menolak untuk tinggal bersama 
suaminya, yang telah menikahinya secara paksa. Diketahui pula bahwa sang suami telah 
membunuh istri pertamanya untuk menikahi Farzana. Kakak ipar farzana yang kemudia 
di tangkap mengatakan tidak menyesali perbuatannya karena apa yang dilakukan oleh 
farzana di anggap telah mencoreng nama baik keluarganya (Hussein, 2013) 
Dan pada tahun 2016, seorang bintang media sosial Pakistan, Qandeel Baloch 
meninggal karena di bunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Qandeeel meninggal karena 
di cekik oleh kakaknya karena di nilai penampilannya di media terlalu vulgar sehingga 
mencoreng kehormatan keluarga. Saat di tangkap, kakak Qandeel tidak merasa bersalah 
ataupun menyesal telah membunuh adiknya sendiri. (wulandari, 2016) 
Fakta tersebut menunjukkan bahwa jutaan kehidupan perempuan di Pakistan 
telah di batasi oleh budaya dan tradisi. Fenomena karo-kari/ honour killing/ pembunuhan 
atas nama kehormtan merupakan kasus pembunuhan terbesar di Pakistan. Banyaknya 
kasus pembunuhan di Pakistan yang di ketahui masyarakat dunia serta banyaknya 
keluhan masyrakat di dalam negeri serta kuatnya tekanan dari lembaga-lembaga 
kemanusiaan nasional dan internasional mendorong pemerintah Pakistan melakukan 
ratifikasi terhadap salah satu instrument internasional CEDAW (khan s. , 2013). 
 Pakistan sebagai salah satu Negara yang meratifikasi CEDAW dinilai belum 
mampu menerapkan aturan yang telah di tetapkan di dalam CEDAW. Statistic 
menunjukan bahwa jumlah pembunuhan atas nama kehormatan telah mengalami 
peningkatan di Pakistan. Komisi hak asasi manusia Pakistan (HRCP) melaporkan bahwa 
sekitar 2000 wanita dibunuh atas nama kehormatan di tahun 2005-2008 dan pada tahun 
2009 meningkat lebih dari 647 dalam setahun. Ini merupakan laporan yang sangat 
mengejutkan dimana, di bagian dunia lain hak-hak perempuan terus di perjuangkan 
sedangkan di paksitan pembunuhan atas nama kehormatan terus terjadi dengan alasan 
budaya dan tradisi (HRCP, 2008). Grafik 1. data jumlah korban kasus honor killing di 
Pakistan (HRCP, HRCP MONITORING HONOUR CRIMES, 2004-2016)
 
Grafik di atas menunjukkan jumlah korban pembunuhan atas nama kehormatan 
(Honour killing) di Pakistan dari tahun 2004 sampai tahun 2016, dengan angka sebagai 
berikut : 2004 sebanyak 560 orang, 2005 sebanyak 465 orang, 2006 sebanyak 607 orang, 
2007 sebanyak 638 orang, 2008 sebanyak 618 orang, 2009 sebanyak 647 orang, 2010 
sebanyak 791 orang, 2011 sebanyak 943 orang, 2012 sebanyak 920 orang, 2013 
sebanyak 869 orang, 2014 sebanyak 990 orang, 2015 sebanyak 987 orang dan 2016 
sebanyak 975 orang (HRCP, HRCP MONITORING HONOUR CRIMES, 2004-2016). 
Melihat data statistik di atas, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 
Pakistan untuk terus menekan jumlah korban kasus karo-kari/pembunuhan atas nama 
kehormatan/honour killing di Pakistan. Praktek karo-kari dapat dipersempit apabila 
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hukum dapat ditegakkan secara konsisten, pendidikan meluas sampai ke pedesaan dan 
daerah-daerah terpencil, serta pada gilirannya kemiskinan dapat diperkecil. Namun 
agaknya dominasi pria atas wanita dengan praktek karo-kari yang terus berkurang 
intensitasnya, akan tetap menjadi ciri khas masyarakat Pakistan di desa atau di kota 
(asruchin, 2012). 
Adapun daerah dengan tingkat laporan tertinggi yang melakukan honour killing 
yaitu Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Islamabad Capital Teritory 
(ICT) dan The Federally Administered Tribal Areas (FATA) (Foundation).  
 
  
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
a. Hak asasi manusia merupakan seperangkat unsur yang melekat dalam diri 
manusia sejak ia lahir yang harus di jaga dan dihormati. Konsep HAM memiliki 
prinsip utama yaitu kesetaraan dan non diskriminasi. Konsep HAM juga melihat 
bahwa kesetaraan dalam pelaksanaan dan penerapan HAM akan menghilangkan 
segala macam bentuk diskriminasi, khususnya diskriminasi gender. Dalam kasus 
honour killing di Pakistan, yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM 
sekaligus kasus diskriminasi perempuan yang cukup besar, pemerintah kemudian 
mengambil keputusan untuk meratifikasi sebuah konvensi yang mengatur 
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang 
disebut CEDAW. Konvensi CEDAW kemudian mewajibkan setiap Negara yang 
meratifikasinya untuk melakukan segala langkah tindak untuk menghilangkan 
segala bentuk diskriminasi di negaranya. Pakistan sebagai salah satu Negara 
yang meratifikasi CEDAW kemudian megambil beberapa tindakan untuk 
menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam  kasus 
honour killing. Langkah terbesar yang dilakukan pemerintah Pakistan untuk 
menghilangkan kasus honour killing di negaranya adalah dengan ditetapkannya 
undang-undang tahun 2004 tentang pembunuhan atas nama kehormatan dengan 
menjatuhkan hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal 14 tahun bagi 
seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan atas nama kehormatan. 
b.  Salah satu prinsip dari konvensi CEDAW adalah prinsip non diskriminasi yang 
tercantum dalam pasal 1 konvensi, yang menjelaskan bahwa diskriminasi 
terhadap perempuan akan berarti pembedaan, pengesampingan atau pembatasan, 
yang dibuat atas dasar jenis kelamin. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan 
bahwa tolak ukur keberhasilan implementasi konvensi CEDAW dalam suatu 
Negara apabila tidak ada pembedaan, pengesampingan serta pembatasan yang 
dibuat atas dasar perbedaan gender serta adanya akses, partisipasi, manfaat dan 
kontrol perempuan di semua bidang kehidupan. Secara lebih spesifik dapat 
dilihat dari berkurangnya jumlah korban pembunuhan atas nama kehormatan 
atau honour killing.  Melihat langkah-langkah yang telah diambil oleh 
pemerintah Pakistan untuk mengurangi diskriminasi perempuan khususnya 
dalam kasus honour killing serta dengan melihat data yang telah dijabarkan 
tentang korban kasus honour killing setiap tahunnya,  maka diasumsikan bahwa 
implementasi  konvensi CEDAW di Pakistan belum efektiv. Hal ini di dasarkan 
atas laporan jumlah korban honour killing setiap tahunnya mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. 
c. Dalam pengimplementasian CEDAW di Pakistan pada kenyataannya belum 
dapat dikatakan efektiv, tentu saja di pengaruhi oleh beberapa faktor yang 
mengakibatkan tidak efektivnya hal tersebut, seperti misalnya adanya system 
hukum ganda yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan yang mana mengakui 
adanya hukum sesuai konstitusi serta mengakui adanya hukum syariah yag 
berlandaskan ajaran islam, adanya hukum qisas dan diyat yang masih dianut oleh 
masyarakat Pakistan yang menjadi penyebab banyaknya pelaku yang tidak 
dikenakan hukuman karena qisas dan diyat ini, data laporan yang kurang akurat 
juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah, kurangnya 
sikap transparansi dari aparat penegak hukum mengakibatkan jumlah korban 
tidak dapat ditetapkan secara tepat, dan yang paling mendasar mengapa konvensi 
CEDAW ini tidak efektiv adalah karena budaya honour killing itu sendiri telah 
mendarah daging di kalangan masyrakat Pakistan khususnya masyarakat daerah 
terpencil, dimana masyrakat daerah terpencil beranggapan bahwa apa yang 
mereka pegang teguh merupakan hal yang benar dan sesuai dengan ajaran agama 
yang selama ini mereka yakini. 
B. SARAN 
1. Dalam pengimplementasian CEDAW sebaiknya pemerintah Pakistan 
mensosialisasikan maksud dan tujuan dari konvensi tersebut mulai dari aparat 
Negara yang berkaitan langsung dengan pengimplemntasian konvensi tersebut, 
agar dalam pengimplementasiannya tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada 
sikap acuh tak acuh atau tidak peduli dari aparat penegak hukum, sehingga 
masyarakat pun merasa bahwa apa yang diterapkan benar-benar membawa 
manfaat yang baik bagi mereka. 
2. Sebaiknya pemerintah Pakistan menerapkan hukum yang lebih ketat sebagai 
upaya untuk menghilangkan honour killing di negaranya, mengingat jumlah 
korban kasus tersebut semakin meningkat setiap tahunnya. 
3. para pembuat kebijakan harus bangkit dan mengakui kenyataan yang dihadapi 
para wanita Pakistan dan mengambil langkah-langkah keras untuk mencegah 
ketidakadilan ini muncul.  
4. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan akses ke semua tingkat pendidikan, 
utamanya pendidikan bagi perempuan karena hal tersebut amat penting untuk 
memberdayakan wanita agar berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial dan 
politik dari masyarakat mereka.  
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Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
Adopted and opened for signature, ratification and 
accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 
December 1979 
 
entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1) 
 
The States Parties to the present Convention, 
 
Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental 
human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal 
rights of men and women, 
 
Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the 
inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free 
and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction 
based on sex, 
 
Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights 
have the obligation to ensure the equal rights of men and women to enjoy all 
economic, social, cultural, civil and political rights, 
 
Considering the international conventions concluded under the auspices of the 
United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men 
and women, 
 
Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the 
United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and 
women, 
 
Concerned, however, that despite these various instruments extensive 
discrimination against women continues to exist, 
 
Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of 
rights and respect for human dignity, is an obstacle to the participation of women, 
on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life of their 
countries, hampers the growth of the prosperity of society and the family and 
makes more difficult the full development of the potentialities of women in the 
service of their countries and of humanity, 
 
Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, 
health, education, training and opportunities for employment and other 
needs, 
 
Convinced that the establishment of the new international economic order based 
on equity and justice will contribute significantly towards the promotion of equality 
between men and women, 
 
Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial 
discrimination, colonialism, neo-colonialism, aggression, foreign occupation and 
domination and interference in the internal affairs of States is essential to the full 
enjoyment of the rights of men and women, 
 
Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of 
international tension, mutual co-operation among all States irrespective of their 
social and economic systems, general and complete disarmament, in particular 
nuclear disarmament under strict and effective international control, the affirmation 
of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations among countries 
and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and 
foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for 
national sovereignty and territorial integrity, will promote social progress and 
development and as a consequence will contribute to the attainment of full equality 
between men and women, 
 
Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the 
world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal 
terms with men in all fields, 
Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to 
the development of society, so far not fully recognized, the social significance of 
maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of 
children, and aware that the role of women in procreation should not be a basis for 
discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility 
between men and women and society as a whole, 
 
Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in 
society and in the family is needed to achieve full equality between men and 
women, 
 
Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the 
Elimination of Discrimination against Women and, for that purpose, to 
adopt the measures required for the elimination of such discrimination in 
all its forms and manifestations,Have agreed on the following: 
PART I 
 
Article 1 
For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against 
women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex 
which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment 
or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of 
men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, 
economic, social, cultural, civil or any other field. 
Article 2 
States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to 
pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating 
discrimination against women and, to this end, undertake: 
 
(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national 
constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to 
ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this 
principle; 
 
(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions 
where appropriate, prohibiting all discrimination against women; (c) To establish 
legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure 
through competent national tribunals and other public institutions the effective 
protection of women against any act of discrimination; 
 
(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women 
and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this 
obligation; 
 
(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against 
women by any person, organization or enterprise; 
 
(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or 
abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute 
discrimination against women; 
 
(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against 
women. 
 
Article 3 
 
States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and 
cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to en sure the full 
development and advancement of women , for the purpose of guaranteeing them 
the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of 
equality with men. 
 
Article 4 
1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating 
de facto equality between men and women shall not be considered discrimination 
as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence 
the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be 
discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have 
been achieved. 
 
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures 
contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be 
considered discriminatory. 
 
Article 5 
 
States Parties shall take all appropriate measures: 
 
(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a 
view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other 
practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either 
of the sexes or on stereotyped roles for men and women; 
 
(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity 
as a social function and the recognition of the common responsibility of men and 
women in the upbringing and development of their children, it being understood 
that the interest of the children is the primordial consideration in all cases. 
Article 6 
 
States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress 
all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women. 
PART II 
 
 
Article 7 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 
against women in the political and public life of the country and, in particular, 
shall ensure to women, on equal terms with men, the right: 
 
(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to 
all publicly elected bodies; 
 
(b) To participate in the formulation of government policy and the implementation 
thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of 
government; 
 
(c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned 
with the public and political life of the country. 
 
Article 8 
 
States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal 
terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their 
Governments at the international level and to participate in the work of 
international organizations. 
 
Article 9 
 
1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or 
retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an 
alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically 
change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the 
nationality of the husband. 2. States Parties shall grant women equal rights with 
men with respect to the nationality of their children. 
 
 
 
 
PART III 
 
Article 10 
 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against 
women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education 
and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women: 
 
(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and 
for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in 
rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, 
technical, professional and higher technical education, as well as in all types of 
vocational training; 
 
(b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with 
qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same 
quality; 
 
(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all 
levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of 
education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of 
textbooks and school programmes and the adaptation of teaching methods; 
 
(d ) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants; 
 
(e) The same opportunities for access to programmes of continuing education, 
including adult and functional literacy programmes, particulary those aimed at 
reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men 
and women; 
 
(f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of 
programmes for girls and women who have left school prematurely; 
 
(g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education; 
 
(h) Access to specific educational information to help to ensure the health and 
well-being of families, including information and advice on family planning. 
 
 
Article 11 
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 
against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality 
of men and women, the same rights, in particular: 
 
(a) The right to work as an inalienable right of all human beings; 
 
(b) The right to the same employment opportunities, including the application of 
the same criteria for selection in matters of employment; 
 
(c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, 
job security and all benefits and conditions of service and the right to receive 
vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational 
training and recurrent training; 
 
(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in 
respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation 
of the quality of work; 
 
(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, 
sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to 
paid leave; 
 
(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including 
the safeguarding of the function of reproduction. 
2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage 
or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take 
appropriate measures: 
 
(a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds 
of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis 
of marital status; 
 
(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits 
without loss of former employment, seniority or social allowances; 
 
(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to 
enable parents to combine family obligations with work responsibilities and 
participation in public life, in particular through promoting the establishment 
and development of a network of child-care facilities; 
 
(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work 
proved to be harmful to them. 
 
3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed 
periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be 
revised, repealed or extended as necessary. 
 
Article 12 
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 
against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality 
of men and women, access to health care services, including those related to family 
planning. 
 
2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall 
ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement 
and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as 
adequate nutrition during pregnancy and lactation. 
 
Article 13 
 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 
against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a 
basis of equality of men and women, the same rights, in particular: 
 
(a) The right to family benefits; 
 
(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit; 
 
(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural 
life. 
 
Article 14 
 
1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural 
women and the significant roles which rural women play in the economic survival of 
their families, including their work in the non-monetized sectors of the economy, 
and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions 
of the present Convention to women in rural areas. 
 
2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 
against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and 
women, that they participate in and benefit from rural development and, in 
particular, shall ensure to such women the right: 
 
(a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at 
all levels; 
 
(b) To have access to adequate health care facilities, including information, 
counselling and services in family planning; 
 
(c) To benefit directly from social security programmes; 
(d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including 
that relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all 
community and extension services, in order to increase their technical proficiency; 
 
(e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal 
access to economic opportunities through employment or self employment; 
 
(f) To participate in all community activities; 
 
(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, 
appropriate technology and equal treatment in land and agrarian reform as well 
as in land resettlement schemes; 
 
(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, 
sanitation, electricity and water supply, transport and communications. 
 
PART IV 
 
 
Article 15 
 
1. States Parties shall accord to women equality with men before the law. 
 
2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to 
that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they 
shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and 
shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals. 
 
3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any 
kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of 
women shall be deemed null and void. 
 
4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the 
law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence 
and domicile. 
 
Article 16 
 
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination 
against women in all matters relating to marriage and family relations and in 
particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: 
 
(a) The same right to enter into marriage; 
 
(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with 
their free and full consent; 
 
(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution; 
 
(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital 
status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the 
children shall be paramount; 
 
(e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of 
their children and to have access to the information, education and means to 
enable them to exercise these rights; 
 
(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, 
trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these 
concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children 
shall be paramount; 
 
(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose 
a family name, a profession and an occupation; 
 
(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, 
management, administration, enjoyment and disposition of property, 
whether free of charge or for a valuable consideration. 
 
2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all 
necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum 
age for marriage and to make the registration of marriages in an official 
registry compulsory. 
 
PART V 
 
Article 17 
 
1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the 
present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, 
at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification 
of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three 
experts of high moral standing and competence in the field covered by the 
Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their 
nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to 
equitable geographical distribution and to the representation of the different forms 
of civilization as well as the principal legal systems. 
 
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of 
persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person 
from among its own nationals. 
 
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of 
the present Convention. At least three months before the date of each election the 
Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties 
inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General 
shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the 
States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties. 
 
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States 
Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that 
meeting, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the 
persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest 
number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of 
States Parties present and voting. 
 
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. 
However, the terms of  nine of the members elected at the first election shall expire 
at the end of two years; immediately after the first election the names of these nine 
members shall be chosen by lot by the Chairman of the Committee. 
 
6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in 
accordance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the 
thirty-fifth ratification or accession. The terms of two of the additional members 
elected on this occasion shall expire at the end of two years, the names of these two 
members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee. 
 
7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to 
function as a member of the Committee shall appoint another expert from among its 
nationals, subject to the approval of the Committee. 
 
8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, 
receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as 
the Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's 
responsibilities. 
 
9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff 
and facilities for the effective performance of the functions of the Committee 
under the present Convention. 
Article 18 
 
1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United 
Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, 
administrative or other measures which they have adopted to give effect to the 
provisions of the present Convention and on the progress made in this respect: 
 
(a) Within one year after the entry into force for the State concerned; 
 
(b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so 
requests. 
 
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment 
of obligations under the present Convention. 
 
 
Article 19 
 
1. The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2. The Committee shall 
elect its officers for a term of two years. 
 
Article 20 
 
1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks 
annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 
of the present Convention. 
 
2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations 
Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee. 
 
Article 21 
 
1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report 
annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and 
may make suggestions and general recommendations based on the 
examination of reports and information received from the States Parties. Such 
suggestions and general recommendations shall be included in the report of 
the Committee together with comments, if any, from States Parties. 
 
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the 
Committee to the Commission on the Status of Women for its information. 
 
Article 22 
 
The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of 
the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the 
scope of their activities. The Committee may invite the specialized agencies to submit 
reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of 
their activities. 
 
PART VI 
 
Article 23 
Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are 
more conducive to the achievement of equality between men and women 
which may be contained: 
 
(a) In the legislation of a State Party; or 
 
(b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State. 
 
Article 24 
States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level 
aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present 
Convention. 
 
Article 25 
 
1. The present Convention shall be open for signature by all States. 
 
2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the 
depositary of the present Convention. 
 
3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall 
be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
 
4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall 
be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-
General of the United Nations. 
 
Article 26 
 
1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by 
any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-
General of the United Nations. 
 
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if 
any, to be taken in respect of such a request. 
 
Article 27 
 
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date 
of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth 
instrument of ratification or accession. 
 
2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the 
deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention 
shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own 
instrument of ratification or accession. 
 
Article 28 
 
1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all 
States the text of reservations made by States at the time of ratification or 
accession. 
 
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present 
Convention shall not be permitted. 
 
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect 
addressed to the Secretary- General of the United Nations, who shall then inform all 
States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received. 
 
Article 29 
 
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation 
or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, 
at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months 
from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the 
organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to 
the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the 
Court. 
 
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present 
Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by 
paragraph I of this article. The other States Parties shall not be bound by that 
paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation. 
3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of 
this article may at any time withdraw that reservation by notification to the 
Secretary-General of the United Nations. 
 
Article 30 
 
The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, 
have signed the present Convention. 
 
 
